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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa 

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan  

1. Pemilihan Kepala Desa Bukan Rezim Pemilihan Umum 

Secara historis, keberadaan desa  sudah ada sejak sebelum tata 

pemerintahan di atasnya ada. Dengan kata lain desa sebagai komunitas 

otonom bahkan lebih tua daripada kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, 

dan negara.  Desa merupakan ujung tombak penghidupan masyarakat  dan 

mencapai tujuan negara. Hal ini menjadi alasan untuk memberikan posisi 

yang kuat dan otonom kepada desa dalam sistem demokrasi.  

Secara konseptual demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar 

representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi, 

yang selanjutnya menjadi dasar pengelolaan kebijakan, perencanaan desa, 

pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
148

 Dan salah satu wujud 

demokrasi di Desa adalah Pemilihan Kepala Desa. Kepala desa sebagai 

pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pemilihannya 

harus dilakukan secara demokratis dan berintegritas. 
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 Didik Sukriono, Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi: Kajian Politik tentang 

Konstitusi, Otonomi Daerah, dan Desa Pasca Perubahan Kontitusi, Setara Press, Malang, 

2013, hlm.  
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Dalam proses mewujudkan pemilu yang berintegritas bukanlah hal 

yang mudah karena terdapat banyak tantangan. Lima tantangan utama 

yang harus ditangani untuk menyelenggaran pemilu berintegritas:
149

 

1. Membangun peraturan hukum untuk membenarkan klaim terhadap hak 

asasi manusia dan keadilan pemilu; 

2. Membangun badan penyelenggaraan pemilu (EMB) yang kompeten 

dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan 

pemilu yang transparan dan mendapatkan kepercayaan publik yang 

layak; 

3. Menciptakan institusi dan norma persaingan multi-partai serta 

pembagian kekuasaan yang menunjang demokrasi sebagai sistem 

keamanan bersama di antara para pesaing politik; 

4. Menghilangkan hambatan-hukum, administratif, politik, ekonomi, dan 

sosial- terhadap partisipasi politik yang setara dan universal; 

5. Mengatur keuangan politik yang tak dapat dikendalikan, tertutup, dan 

samar.   

Tantangan yang paling penting dalam menyelenggarakan pemilihan 

yang berintegritas adalah peraturan hukum, karena sebagai negara hukum 

peraturan hukum adalah dasar untuk melakukan sesuatu. Peraturan hukum 

yang baik akan membuat optimisme bagi pelaksanaan suatu pemilihan 

dengan baik. 
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 Komisi global untuk pemilihan umum, demokrasi, dan keamanan, Pendalamann 

demokrasi: stategi untuk meningkatkan integritas pemilihan umum di seluruh dunia, Kofi 
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Dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam pemilihan 

kepala desa atau pasca pemilihan kepala desa (perselisihan hasil pemilihan 

kepala desa), penting untuk mendefinisikan letak pemilihan Kepala Desa 

termasuk ke dalam rezim hukum Pemilu atau bukan. Sebagai gambaran 

umum yang telah dijelaskan di atas mengenai tarik ulur rezim Pemilihan 

Kepala Daerah.
150

 

1. Apabila Pilkada langsung dikategorikan sebagai Pemilu 

a. penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang 

sekaligus sebagai pengendali Pilkada, sedangkan KPUD sebagai 

pelaksana teknis di masing-masing daerah yang bertanggung jawab 

kepada KPU (pengendali bukan Depdagri/Desk Pilkada); 

b. pesertanya adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik 

atau calon independen; 

c. pengawas Pilkada bersifat independen yang dibentuk oleh KPU 

dan/atau KPUD; 

d. apabila terjadi sengketa penetapan hasil Pilkada, penyelesaiannya 

oleh Mahkamah Konstitusi (MK); 

e. sengketa dalam penetapan daftar calon Pilkada oleh KPUD tidak 

menjadi kompetensi PTUN (vide UU Nomor 9 Tahun 2004); 

f. Impeachment terhadap kepala dan atau wakil kepala daerah diajukan 

oleh DPRD kepada MK. 

2. Apabila Pilkada langsung tidak dikategorikan sebagai Pemilu 
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a. penyelenggaranya dapat KPUD atau oleh sebuah panitia ad hoc yang 

dibentuk oleh Pemda dan sebagai pengendali /supervisor adalah 

Depdagri/Desk Pilkada; 

b. pesertanya seperti ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

c. pengawas Pilkada dibentuk oleh DPRD; 

d. sengketa hasil Pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Agung; 

e. sengketa penetapan daftar calon oleh KPUD/Panitia ad hoc Pilkada 

menjadi kompetensi PTUN; 

f. Impeachment terhadap kepala dan/atau wakil kepala daerah diajukan 

oleh DPRD kepada Mahkamah Agung.   

Penentuan rezim Pemilihan Kepala Desa ini akan berdampak pada 

penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dan Lembaga mana yang 

berwenang  menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa. 

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, 

Pemilihan Kepala Desa ini tergolong ke dalam rezim Hukum Desa bukan 

rezim Hukum Pemilu. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggara pemilihan 

Kepala Desa bukanlah Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga Penyelesain 

Sengketa bukanlah Mahkamah Konstitusi. 

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan secara limitatif pemilihan apa saja 

yang termasuk ke dalam rezim Pemilihan Umum yakni di dalam Pasal 22E 

ayat (2):
151

 

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
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 Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah.” 

Tidak terdapat frasa “Pemilihan Kepala Desa” di dalam penyelenggaraan 

Pemilihan Umum yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. 

Pengaturan Desa diatur tersendiri di dalam Bab VI Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni tentang Pemerintahan 

Daerah bukan di dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum. Pengaturan 

Desa di konstitusi ini dituangkan di dalam Pasal 18B ayat (2) yakni:
152

 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai denganperkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia,yang diatur dalam undang-undang.” 

 

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 kemudian menjadi salah satu acuan dalam 

pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di 

dalam konsiderans mengingatnya adalah “Pasal 5 ayat (1)”, “Pasal 18”, 

“Pasal 18B ayat (2)”, “Pasal 20”, dan “Pasal 22D ayat (2)” Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
153

 

Meskipun dalam hal azas pemilihan Kepala Desa yang disebutkan 

di dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

“Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil”  sama halnya dengan azas Pemilihan Umum yang disebutkan di 

dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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 Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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 Konsiderans mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
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Indonesia Tahun 1945 yaitu “Pemilihan umum dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” 

tidak serta merta Pemilihan Kepala Desa termasuk ke dalam rezim 

Pemilihan Umum. Hal ini diperkuat dengan Pertimbangan Hukum dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 “Pemilihan 

Kepala Desa yang dilakukan secara langsung oleh rakyat tidak serta merta 

dimaknai sebagai pemilihan umum yang penyelesaian atas perselisihan 

hasilnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Mahkamah Konstitusi 

menekankan bahwa dalam memaknai rumusan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus melihat makna teks, 

original intent,  dan makna gramatikal yang komprehensif. Oleh karena itu 

Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai secara limitatif bahwa 

pemilihan umum yang diselenggarakan adalah untuk memilih anggota 

DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan 

setiap lima tahun sekali.
154

 

Dari original intent rumusan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan setiap lima 

tahun sekali berbeda dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang 

enam tahun sekali karena masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun 

berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa yakni ”Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) 

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”. Hal ini semakin memperkuat 
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bahwa pemilihan Kepala Desa bukan termasuk ke dalam rezim Pemilihan 

Umum. 

Sehingga pemisahan pengaturan Desa, tidak adanya frasa “Pemilihan 

Kepala Desa” serta original intent yang dimaksud Pemilihan Umum di 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagai peraturan perundang-undangan yang menempati kedudukan 

tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini  dimaknai 

bahwa pemilihan Kepala Desa bukanlah termasuk ke dalam rezim Pemilu. 

2. Pemilihan Kepala Desa Bukan Rezim Pemilihan Kepala Daerah 

Pemilihan kepala desa diselenggarakan untuk memilih kepala desa, 

sedangkan pemilihan kepala daerah diselenggarakan untuk memilih kepala 

daerah. Untuk menentukan apakah kepala desa termasuk ke dalam 

pemilihan kepala daerah atau tidak, maka yang perlu dianalisis adalah 

kedudukan desa bisa disebut atau termasuk ke dalam daerah atau tidak. 

Pengertian Desa ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:
155

 

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.” 

 

Sedangkan pengertian daerah yang dapat disebut sebagai daerah 

otonom dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 12  Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  sebagai berikut:
156
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 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa (Lembaran 
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“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah 

adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Dari pengertian Desa dan Daerah di atas dapat kita ketahui 

perbedaan di antara keduanya. Desa maupun daerah sama-sama merupakan 

kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan mayarakat hukum adalah organisasi 

kekuasaan atau organisasi pemerintahan. Namun daerah otonom sebagai 

kesatuan masyarakat hukum berbentuk pemerintahan daerah yang terdiri 

dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
157

 

Dengan demikian pemerintah daerah merupakan subyek hukum 

yang merepresentasikan daerah, dan kepala daerah merupakan 

personifikasi pemerintah daerah. Sedangkan desa kesatuan masyarakat 

hukum adalah organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan yang 

secara jelas mempunyai batas-batas wilayah serta mempunyai kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat. 
158

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun 

sebagai penerapan amanat konstitusi, yaitu pengakuan sesungguhnya 

dalam hukum yang mengatur masyarakat hukum adat sesuai dengan 

ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Namun, kewenangan lain 
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 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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kesatuan masyarakat hukum adat tetap memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan lain yang mengatur hak ulayat. 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menyebutkan bahwa:
159

 

“Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing 

community dengan local self government, mengharapkan 

kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini 

merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian 

rupa menjadi Desa dan Desa Adat.” 

Dengan kata lain Undang-Undang Desa menempatkan desa sebagai 

organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self-

governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government), 

sehingga desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan 

yang berbasis masyarakat. Desa tidak identik dengan pemerintah desa, 

desa mengandung pemerintahan dan sekaligus mengandung masyarakat 

sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum.
160

 Dengan demikian 

pemerintahan desa berbeda dengan pemerintahan daerah dimana 

pemerintahan daerah tidak mengandung unsur masyarakat tetapi unsur 

perangkat birokrasi sedangkan pemerintahan desa mengadung unsur 

masyarakat yang membentuk kesatuan hukum. 

Selanjutnya jika desa mengandung unsur “prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional” yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Unsur tersebut 
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membawa implikasi sebagai berikut:
161

 pertama, frasa “prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional” mempunyai makna 

bahwa keberadaan dan kewenangan desa sudah ada sebelum adanya 

negara, sebagian warisan masa lalu dan berkembang dinamis karena 

prakarsa masyarakat setempat. Dengan demikian masyarakat membentuk 

keberadaan desa dan kewenangan desa. kedua, jika daerah dibentuk oleh 

negara dan memperoleh penyerahan (desentralisasi) kewenangan dari 

pemerintah pusat, maka keberadaan desa berangkat dari prakarsa 

masyarakat dan asal usul diakui dan dihormati oleh negara.  

Jika melihat konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan peraturan perundang-

undangan tertinggi dalam hierarki peraturan peraturan perundang-

undangan menyebutkan secara limitatif yang dikategorikan sebagai daerah. 

Di dalam pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa:
162

 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan 

kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 

dengan undang-undang.” 

Selanjutnya di Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa:
163

 

“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” 

Dari rumusan pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, apabila melihat makna teks, 

original intent,  danmakna gramatikal secara komprehensif maka Undang-
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Undang Dasar secara limitatif menyatakan bahwa yang bisa disebut 

sebagai daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 

hanyalah propinsi, kabupaten, dan kota. Dan ayat (2) menyebutkan bahwa 

pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota ini mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Hal ini jelas berbeda dengan pemerintahan desa yang 

mengandung unsur “prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional”. 

Pembagian wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu 

kemudian dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, yakni di dalam pasal 2:
164

 

“(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah 

provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah 

kabupaten dan kota. 

(2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan 

Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.” 

 

Namun kecamatan tidak dapat mempunyai pemerintahan sendiri 

karena merupakan bagian dari perangkat daerah di bawah kepala daerah 

seperti disebutkan di dalam pasal 209 ayat (2) huruf f yakni:
165

 

“Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: 

a. sekretariat daerah; 

b. sekretariat DPRD; 

c. inspektorat; 

d. dinas; 

e. badan; dan 

f. Kecamatan.” 
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Begitu juga dengan kelurahan yang tidak mempunyai pemerintahan 

sendiri karena merupakan perangkat kecamatan sebagaimana disebutkan di 

dalam pasal 229 ayat (2) yakni:
166

  

“Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan 

yangdisebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan 

bertanggung jawab kepada camat.” 

 

Sehingga sistem pemerintahan di Indonesia meliputi:
167

 

a. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah; 

b. pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota; 

c. pemerintahan desa. 

Pemerintah Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, 

pemerintah daerah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, pemerintah 

daerah kota dipimpin oleh seorang walikota, dan pemerintah desa dipimpin 

oleh seorang kepala desa. Latar belakang dalam pencalonan mereka ini 

memiliki perbedaan karakteristik yang membuat desa tidak bisa disebut 

sebagai daerah dan pemilihan kepala desa bukan pemilihan kepala daerah. 

Perbedaan tersebut adalah jika calon kepala daerah baik gubernur, bupati, 

maupun walikota dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik yang dengan kata lain kepala daerah dapat memiliki afiliasi dengan 

partai politik. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1 angka 3 dan pasal 1 angka 4  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu: 

“3. Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang 

diusulkan oleh partai politik, gabungan partai 

politik, atau perseorangan yang mendaftar atau 

didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi. 

4. Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta 

pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, 

gabungan partai politik, atau perseorangan yang 

mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota.” 

Tidak halnya dengan kepala desa yang dilarang menjadi pengurus 

partai politik dan dalam pencalonannya merupakan calon perseorangan. 

Seperti disebutkan dalam Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. 

“Kepala desa dilarang: 

g. menjadi pengurus partai politik” 

3. Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa 

dalam Lintasan Sejarah 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ini mengatur kedudukan 

desa dan kekuasaan komite nasional daerah sebagai badan legislatif 

yang dipimpin oleh seorang kepala daerah. Menurut Prof. Koentjoro 

Poerbopranoto:  

“Undang-undang ini dianggap sebagai peraturan 

desentraslisasi yang pertama di Republik Indonesia. Di 

dalamnya terlihat bahwa letak otonomi terbawah 

bukanlah kecamatan melainkan desa sebagai kesatuan 
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masyarakat yang berhak mengatur rumah tangga 

pemerintahannya sendiri.”
168

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ini merupakan undang-

undang yang bersifat sementara dan karena merupakan undang-undang 

pertama yang berlaku setelah Indonesia merdeka maka belum diatur 

secara lengkap mengenai pemerintahan desa sehingga penyelesaian 

sengketa hasil pemilihan kepala desa pun tidak muncul dan diatur di 

dalam undang-undang ini. 

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan 

Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-

daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya 

Sendiri menegaskan bahwa daerah yang dapat mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu daerah 

biasa dan daerah istimewa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Daerah Negara 

Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yaitu Propinsi, 

Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan 

sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri.
169

 Sedangkan pasal 1 ayat (2) mendefinisikan daerah istimewa 

adalah daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan di zaman 
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sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang 

bersifat Istimewa.
170

 

Titik berat undang-undang ini diletakkan pada sistem 

pemerintahan daerah yang demokratis dengan menonjolkan sifat 

pemerintahan kolegial dengan menempatkan komposisi pemerintah 

daerah yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan 

Pemerintah Daerah (DPRD + DPD).
171

 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dengan tegas 

menempatkan desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga dengan hak 

otonomi dan hak medebewind.
172

 Penjelasan Umum angka 13 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1948 menjelaskan perbedaan antara hak 

otonomi dan hak medebewind. Hak otonomi adalah penyerahan penuh 

dari pusat kepada daerah baik tentang asasnya (prinsip-prinsipnya) 

maupun tentang caranya menjalankan kewajiban (pekerjaan) yang 

diserahkan. Hak medebewind adalah penyerahan tidak penuh, artinya 

penyerahan hanya mengenai caranya menjalankan saja, sedangkan 

prinsip-prinsipnya (asas-asasnya) ditetapkan sendiri oleh pemerintah 

pusat.
173

 

Pengaturan desa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1948 lebih mengacu kepada pemikiran Yamin, bukan pemikiran 

Soepomo. Desa ditempatkan sebagai pemerintahan kaki sebagaimana 
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pemikiran Yamin, dengan pemerintahan tengahnya adalah kabupaten. 

Desa dijadikan daerah otonom (local self government) bukan 

dipertahankan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak 

mengurus rumah tangganya (self governing community atau zelfbestuur 

gemeinschap) sebagaimana zaman penjajahan.
174

 Asas penyelenggaraan 

pemerintahan desa adalah hak otonomi dan hak medebewind, bukan 

asas rekognisi (pengakuan oleh negara sebagai kesatuan masyarakat 

hukum adat yang memiliki susunan asli sebagaimana konsepsi 

Soepomo).
175

 

Kedudukan desa seperti itu dijelaskan di dalam Penjelasan 

Umum angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, yaitu:
176

 

“Menurut Undang-undang pokok ini, maka daerah 

otonom yang terbawah ialah desa, negeri, marga, kota 

kecil dan sebagainya. Ini berarti bahwa desa ditaruh 

kedalam lingkungan pemerintahan yang modern tidak 

ditarik diluarnya sebagai waktu yang lampau. Pada jaman 

itu tentunya pemerintahan penjajah mengerti, bahwa desa 

itu adalah sendi negara, mengerti bahwa desa sebagai 

sendi negara itu harus diperbaiki segala-segalanya, 

diperkuat dan didinamisasi, supaya dengan begitu negara 

bisa mengalami kemajuan. Tetapi untuk kepentingan 

penjajahan, maka desa dibiarkan saja tetap statis (tetap 

keadaannya). Pemberian hak otonomi menurut ini, 

Gemeente-ordonnantie adalah tidak berarti apa-apa, 

karena desa dengan hak itu tidak bisa berbuat apa-apa, 

oleh karena tidak mempunyai keuangan dan oleh 

ordonnantie itu diikat pada adat-adat, yang sebetulnya di 

desa itu sudah tidak hidup lagi. Malah sering kejadian 

adat yang telah mati dihidupkan pula atau sebaliknya 

adat yang hidup dimatikan, bertentangan dengan 
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kemauan penduduk desa, hanya oleh karena kepentingan 

penjajah menghendaki itu.”
177

 

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 

mengatur bahwa “Kepala Daerah Desa (kota kecil) diangkat oleh 

Kepala Daerah Propinsi dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-

banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Desa (kota kecil).” Dengan diangkatnya Kepala Daerah 

Desa oleh Kepala Daerah Propinsi (Gubernur) maka tidak terjadi 

pemilihan kepala desa, yang ada hanyalah pengajuan calon dua hingga 

empat orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil) 

untuk selanjutnya ditentukan satu nama kepala desa oleh gubernur. Hal 

ini membuat tidak mungkin terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala 

desa karena pemilihan kepala desa tidak ada dan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1948 tidak mengatur penyelesaian perselisihan hasil 

pemilihan kepala desa. Meskipun dalam praktik di lapangan masih 

aturan tersebut masih bisa disimpangi bahwa terdapat pemilihan kepala 

desa oleh rakyat, hal ini diatur di dalam aturan peralihan pasal 46 ayat 

(4) yaitu “Untuk sementara waktu angkatan Kepala Daerah dijalankan 

menyimpang dari ketentuan dalam pasal 18 ayat (1), (2) dan (3).” Yang 

dijelaskan di dalam Penjelasan Umum angka 22 yaitu “(4) Hanyalah 

untuk sementara waktu perlu memakai aturan peralihan Pasal 46, ayat 

(4), yang menyimpang dari ketentuan dalam pasal 18 (1), (2) dan (3) 

tersebut diatas, terutama yang mengenai angkatan Kepala Daerah Desa, 
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menurut pendapat kami, adalah masih perlu calon-calon diajukan 

(dipilih) oleh penduduk desa, tidak oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Desa.” 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 

Yang dimaksud dengan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ialah daerah 

yang berhak mengurus rumahtangganya sendiri, yang disebut juga 

"Daerah Swatantra" dan "Daerah Istimewa". Berdasarkan Pasal 2 ayat 

(1), Wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil, 

yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang merupakan 

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tingkat yang derajatnya dari atas ke bawah 

adalah sebagai berikut:
178

 

a. Daerah tingkat ke I, termasuk Kotapraja Jakarta Raya, 

b. Daerah tingkat ke II, termasuk Kotapraja, dan 

c. Daerah tingkat ke III. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tidak diatur 

secara jelas mengenai desa. Penjelasan Umum  Ad. 2 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1957 menguraikan bahwa  

“Dalam membentuk Daerah Tingkat ke-III sejauh 

mungkin didasarkan pada kesatuan masyarakat hukum 

yang sudah ada dan hidup dalam masyarakat Indonesia, 

karena dengan jalan ini otonomi daerah akan kuat dan 

bermanfaat bagi rakyat. Hendaknya dihindari membentuk 

daerah otonom tingkat tiga dengan cara bikin-bikinan, 

yaitu dengan cara membentuk wilayah administrasi di 

bawah kabupaten tanpa mempertimbangkan kesatuan 

masyarakat hukum adat yang ada dan hidup. Jika Daerah 
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Tingkat ke-III dibentuk demikian, maka daerah otonom 

terbawah ini tidak akan kuat.”
179

 

 

Jadi sama dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 memberi arah bahwa pada 

akhirnya desa dijadikan Daerah Tingkat ke-III sebagai daerah otonom, 

bukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui negara. 

Hanya saja, pembentukan daerah otonom tingkat ke-III tersebut 

berbasiskan kesatuan masyarakat hukum yang sudah ada dan masih 

terpelihara agar daerah otonom tingkat ke-III tersebut kuat karena 

mempunyai faktor-faktor pengikat yang sudah berjalan secara turun 

temurun.
180

 

Pasal 23 menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih menurut 

aturan yang ditetapkan undang-undang, cara pengangkatan dan 

pemberhentian diatur dengan undang-undang.
181

 Hal ini berlaku 

terhadap pemilihan kepala desa karena berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1957, desa merupakan Daerah Otonom Tingkat Ke-III. 

Namun Pasal 24 ayat (1) memberikan pengecualian sebagai 

berikut: 

“Sebelum Undang-undang tersebut dalam Pasal 23 ayat 

(1) ada, untuk sementara waktu Kepala Daerah dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan 

memperhatikan syarat-syarat kecakapan dan pengetahuan 

yang diperlukan bagi jabatan tersebut menurut ketentuan-

ketentuan tersebut dalam ayat (2) sampai dengan 7.”  
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Untuk sementara sebelum ada undang-undang yang mengatur 

pemilihan kepala daerah (termasuk desa), kepala daerah dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk pemilihan kepala desa, hasil 

pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD Tingkat ke-III) dimintakan pengesahan oleh Menteri Dalam 

Negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya. Hal ini diatur di dalam 

Pasal 24 ayat (2), yaitu: 

“Hasil pemilihan Kepala Daerah dimaksud dalam ayat 

(1) memerlukan pengesahan lebih dahulu dari: 

a. Presiden apabila mengenai Kepala Daerah dari 

tingkat ke I. 

b. Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuk 

olehnya apabila mengenai Kepala Daerah dari 

tingkat ke II dan ke III.” 

 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1957 tidak mengatur 

penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. kewenangan 

memilih ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tingkat ke-

III) dan pengesahan hasil pemilihan tersebut merupakan kewenangan 

Menteri Dalam Negeri  

d. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 

Pada masa berlakunya Penetapan Presiden ini sistem politik 

nasional didasarkan pada demokrasi terpimpin, sehingga sistem 

pemerintahan daerah juga mengikuti arah kebijakan demokrasi ini.
182

 

Sebelumya pada tanggal 5 Juli 1959 keluarlah Dekrit Presiden yang 

menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Atas dasar dekrit ini 

UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dekrit Presiden ini 
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merupakan tonggak awal Republik Indonesia menjejaki demokrasi 

terpimpin dan gotong royong. Untuk menyesuaikannya dengan prinsip-

prinsip demokrasi terpimpin dan kegotongroyongan maka pada tanggal 

9 September 1959 Presiden mengeluarkan Penpres Nomor 6 Tahun 

1959 tentang Pemerintah Daerah. Penjelasan Penpres ini dilakukan oleh 

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Dalam Pidatonya yang 

menjelaskan isi Penpres Nomor 6 Tahun 1959 dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dengan pemberlakuan Penpres Nomor 6 Tahun 1959 terjadi 

pemusatan kekuasaan ke dalam satu garis birokrasi yang bersifat 

sentralistik.
183

 

Pasal 1 Penpres Nomor 6 Tahun 1959 menyebutkan Pemerintah 

Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Dan di penjelasan pasal 1 tersebut menjelaskan bahwa kata 

Daerah dimaksud daerah-daerah yang berhak mengatur dan 

mengurusrumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 

1 tahun 1957.  Hal ini artinya Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 

membagi wilayah Indonesia tetap menjadi tiga tingkatan daerah 

otonom. 

Namun Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dalam 

mengatur pengangkatan kepala daerah hanya mengatur pengangkatan 

dan pemberhentian kepala daerah tingkat I dan tingkat II saja. Untuk 

pengangkatan kepala daerah tingkat III yakni kepala desa (desa sebagai 

daerah tingkat III) tidak diatur. Pengaturan pengangkatan dan 
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pemberhentian kepala daerah terdapat di dalam pasal 4 ayat (1), (2), dan 

(3), yaitu:
184

 

“(1) Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh : 

a. Presiden untuk Daerah tingkat I dan 

b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi 

Daerah tingkat II. 

(2) Seorang Kepala Daerah diangkat dari antara calon-

calon yang diajukan oleh DewanPerwakilan Rakyat 

Daerah yang bersangkutan. 

(3) Presiden dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 

Daerah masing-masing boleh menetapkan 

pengangkatan Kepala Daerah tingkat I dan Kepala 

Daerah tingkat II diluar pencalonan termaksud pada 

ayat (2) pasal ini.” 

Tidak diaturnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian 

kepala desa juga tidak diatur pula mekanisme penyelesaian perselisihan 

hasil pemilihan kepala desa. 

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah membagi wilayah Negara Republik Indonesia 

dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan, yakni provinsi atau 

kota raya sebagai daerah tingkat I, kabupaten atau kotamadya sebagai 

daerah tingkat II, dan kecamatan atau kotapraja sebagai daerah tingkat 

III. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 mengartikan "Desa" 

atau daerah yang setingkat dengan itu adalah kesatuan masyarakat 

hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus 
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rumah-tangganya sendiri seperti dimaksud dalam penjelasan pasal 18 

Undang-undang Dasar. Sesuatu atau beberapa desa atau daerah yang 

setingkat dengan desa, dengan mengingat kehidupanmasyarakat dan 

kemajuan perkembangan sosial ekonominya serta dengan 

memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat dan susunan asli yang 

masih hidup dan berlaku, dapat dibentuk menjadi Daerah tingkat III. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah fokus mengatur pemerintahan daerah tingkat I 

dan daerah tingkat II. Pengaturan desa akan dijabarkan di dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai 

Bentuk Peralihan yang bertujuan untuk Mempercepat Terwujudnya 

Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. 

f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja 

Sebagai Bentuk Peralihan yang bertujuan untuk Mempercepat 

Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik 

Indonesia ditujukan sebagai undang-undang transisi untuk membentuk 

daerah tingkat III sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Maksudnya 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tidak dimaksudkan sebagai 

undang-undang pengaturan desa secara permanen, melainkan hanya 

sebagai undang-undang transisi yang tujuan akhir dari pemerintahan 

daerah di Indonesia adalah terbentuknya daerah otonom tingkat III. 

Pembentukan daerah tingkat III diawali dengan pembentukan desapraja 
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yang nantinya akan bertransformasi menjadi daerah tingkat III. Dan 

akhirnya jika daerah tingkat tiga sudah benar-benar dapat terbentuk, 

maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tidak berlaku lagi.
185

 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 mengartikan 

Desapraja sebagai berikut: 

“Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu 

batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya 

sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda 

sendiri.”
186

  

Dengan menggunakan nama desapraja, undang-undang ini 

memberikan istilah baru dengan nama seragam untuk menyebut 

keseluruhan kesatuan masyarakat hukum yang termasuk dalam 

penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, padahal kesatuan 

masyarakat hukum yang ada di berbagai wilayah di Indonesia memiliki 

nama asli yang beragam.
187

 Dalam penjelasan umum Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1965 menyatakan bahwa tidak membentuk baru 

desapraja melainkan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

yang telah ada di Indonesia dengan beragam nama menjadi desapraja. 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 menyebutkan:
188

  

“Alat-alat kelengkapan Desapraja terdiri dari Kepala 

Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong 

Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja dan 

Badan Pertimbangan Desapraja.”
189
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Kepala Desapraja adalah penyelenggara utama urusan rumah-

tangga Desapraja dan sebagai alatPemerintah Pusat. Pasal 9 ayat (1) 

menyebutkan bahwa Kepala Desapraja dipilih langsung oleh penduduk 

Desapraja yang memenuhi persyaratan yakni telah berumur 18 tahun 

atau sudah (pernah) kawin dan menurut adat-kebiasaan setempat sudah 

menjadi warga Desapraja setempat. 

Selanjutnya Pasal 9 ayat (2), (3), dan (4) menyebut hal-hal 

sebagai berikut:  

“(2) Kepala Desapraja diangkat oleh Kepala Daerah 

tingkat I dari sedikit dikitnya dua dan sebanyak-

banyaknya tiga orang calon, berdasarkan hasil 

pemilihan yang sah, untuk suatu masa jabatan paling 

lama delapan tahun. Kepala Daerah tingkat I dapat 

menguasakan kewenangan tersebut kepada Kepala 

Daerah tingkat II yang bersangkutan. 

(3) Peraturan pemilihan, pengangkatan, pengesahan, dan 

pemecatan sementara dan pemberhentian Kepala 

Desapraja ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat 

I dengan memperhatikan adat-kebiasaan setempat. 

(4) Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak 

dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam 

Negeri.”
190

 

 

Di dalam dalam penjelasan mengenai mekanisme pemilihan dan 

pengangkatan kepala desapraja dijelaskan di dalam penjelasan pasal 9 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 sebagai 

berikut: 

“Sesuai dengan hak asal-usulnya, maka Kepala Desapraja 

haruslah dipilih langsung oleh semua penduduk 

Desapraja, baik lelaki maupun wanita, yang sudah 

berumur 18 tahun atau sudah dianggap dewasa karena 

sudah kawin atau sudah pernah kawin, juga menurut 
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 Pasal 9 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja 

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2779) 
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adat-kebiasaan sudah dianggap sebagai warga Desapraja 

karena memenuhi syarat-syarat, umumnya karena asal-

usulnya, karena sudah cukup lama berdiam di Desapraja 

yang bersangkutan, karena sudah memenuhi tugas 

kewajiban yang dibebankan dan lain-lain alasan menurut 

adat-kebiasaan setempat (ayat 1). Dari hasil pemilihan 

tersebut yang menurut peraturan dan menurut adat 

kebiasaan dapat dianggap sah, hal mana harus dinyatakan 

dalam pertimbangan pengangkatan, calon yang mendapat 

suara terbanyak mutlak, yaitu yang mendapat suara lebih 

dari separuh jumlah suara yang diberikan, diangkat oleh 

Kepala Daerah tingkat I menjadi Kepala Desapraja untuk 

suatu masa jabatan paling lama 8 tahun. Karena disini 

disebutkan paling lama, jadi mungkin juga kurang dari 8 

tahun, tetapi tentu saja tidak seharusnya kurang dari masa 

jabatan anggota Badan Musyawarah Desapraja (ayat 2). 

Suara terbanyak mutlak di perlukan sebagai hak prioritas 

untuk diangkat, dimaksudkan agar supaya Kepala 

Desapraja itu orang yang mempunyai sebesar mungkin 

pengaruh/serta mendapat sebesar mungkin kepercayaan 

dari masyarakat Desapraja sebagai pimpinan, kecuali 

terdapat fakta-fakta bahwa calon prioritas itu tidak dapat 

diangkat, sehingga dengan demikian yang berwenang 

mempunyai cukup alasan untuk mengangkat calon 

lainnya menurut urutannya. Memperhatikan hal-hal yang 

khusus bersangkutan dengan adat-kebiasaan setempat, 

selain dari yang tersebut itu, umpamanya tentang cara 

memberikan suara, cara memajukan calon dan lain-lain, 

dengan tidak merugikan prinsip-prinsip yang telah 

ditentukan dalam Undang-undang ini, diserahkan kepada 

Daerah tingkat I, yang menurut ayat (3) harus 

mengadakan peraturan pemilihan, pengangkutan, 

pengesahan pemecatan sementara dan pemberhentian 

Kepala Desapraja dalam wilayahnya. Peraturan ini harus 

mendapat pengesahan lebih dulu dari Menteri Dalam 

Negeri.”
191

 

Memang pemilihan kepala desapraja dilakukan secara langsung 

oleh penduduk desapraja yang bersangkutan yang memenuhi ketentuan 

perundang-undangan, namun hasil pemilihan kepala desapraja yang 

mendapat suara terbanyak tidak serta merta menduduki kursi kepala 

                                                           
191

 Penjelesan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (Lembaran 

Negara Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2779) 
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desapraja. Kewenangan menentukan siapa yang menjadi kepala 

desapraja ada di tangan kepala daerah tingkat I yang dapat dikuasakan 

kepada kepala daerah tingkat II. Peraih suara terbanyak dalam pemilihan 

kepala desapraja hanya mempunyai hak prioritas untuk diangkat sebagai 

kepala desapraja, namun tidak otomatis. Kepala daerah tingkat I dapat 

mengangkat calon kepala desapraja selain pemenang sesuai urutannya 

dengan memperhatikan hal-hal khusus di dalam perundang-undangan. 

Memang tidak disebutkan atau diatur mengenai penyelesaian 

perselisihan hasil pemilihan kepala desapraja, tetapi mengingat 

ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 1965 di atas, kewenangan penentuan hasil akhir pemilihan dan 

pengangkatan kepala desapraja ada di tangan kepala daerah tingkat I 

yang dapat dikuasakan kepada kepala daerah tingkat II. 

g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah hanya mengatur daerah, 

mulai pembagian wilayah daerah Tingkat I dan Tingkat II, kedudukan 

daerah otonom, pemerintahan daerah, hingga keuangan daerah, dan hal-

hal lain menyangkut daerah. Sementara desa hanya diatur di dalam satu 

pasal yakni Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang 

menyebutkan bahwa Pengaturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan 

dengan Undang-undang. Hal ini berarti bahwa pemerintahan desa diatur 

dengan undang-undang tersendiri. 
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Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

1974 tersebut, istilah otonomi nyata dan seluas-luasnya tidak lagi 

dipergunakan dan diganti dengan otonomi nyata dan bertanggungjawab. 

Dominasi pusat atas daerah terlihat pada ketentuan yang memberikan 

keleluasaan kepada pusat unntuk menentukan kepala daerah/wilayah 

tanpa terikat pada peringkat hasil pemilihan oleh DPRD.
192

 

h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 

Desa merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, sehingga di dalam 

konsiderans mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 terdapat  

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah. 

Pasal 1 angka satu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 

menempatkan desa sebagai pemerintahan terendah langsung di bawah 

camat. Bunyi lengkap pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1979 adalah sebagai berikut:
193

   

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 

penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di 

dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah 

Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”
194

 

                                                           
 
192

 Siswanto Sunarno, Op.Cit., hlm 103. 
193

 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 

(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153). 
194

 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 

(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153). 
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“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 

Desa” menyebutkan bahwa  Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa 

dan Lembaga Musyawarah Desa. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa 

“Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh 

penduduk Desa Warganegara Indonesia yang telah berumur sekurang-

kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.” Pasal 6 

menyebutkan “Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Derah Tingkat I 

dari calon yang terpilih.” Di dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa 

“Pengertian atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I adalah 

dimaksudkan bahwa pada hakekatnya pengangkatan Kepala Desa 

merupakan wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 dan yang 

dimaksud dengan calon terpilih ialah calon yang terpilih, dengan suara 

terbanyak dengan memperhatikan persyaratan dan tatacara pemilihan 

yang diatur dengan Peraturan Daerah.” Jadi Undang-undang ini 

mengatur bahwa yang diangkat sebagai kepala desa adalah peraih suara 

terbanyak dalam pemilihan kepala desa. 

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 

tentang Pemerintahan Desa” tidak mengatur mekanisme dan institusi 

yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala 

desa. meskipun di pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa “Syarat-syarat lain 

mengenai pemilih serta tatacara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa 

diatur dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang 
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ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.”
195

 Namun di penjelasan pasal 

tersebut dijelaskan pedoman menteri dalam negeri tidak terdapat 

penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, isi pedoman 

menteri dalam negeri adalah sebagai berikut:  

“Pedoman Menteri Dalam Negeri mengenai tatacara 

pemilihan Kepala Desa mengatur hal-hal sebagai berikut: 

a. lowongan Kepala Desa; b. panitya pemilihan; C. 

pencalonan; d. pelaksanaan pemilihan; e. pengesahan, 

pengangkatan, dan pelantikan Kepala Desa; f. dan lain 

sebagainya.” 

i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah merupakan peraturan perundang-undangan pertama yang 

mengatur tentang pemerintahan daerah di era reformasi. Dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, 

Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom. Daerah 

Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi. Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemerintah daerah 

melaksanakan asas desentralisasi cenderung lebih responsif ditandai 

dengan peran yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti pelaksanaan asas 

desentralisasi lebih menonjol dibanding dengan asas dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan.
196

 

                                                           
195

 Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 

1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) 
196

 Siswanto Sunarno, Op.Cit., hlm 105. 
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Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

mendefinisikan desa atau yang disebut dengan nama lain hanya berada 

di kabupaten yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:
197

  

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem 

Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 

Kabupaten.” 

 

Di dalam Angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 disebutkan bahwa:
198

  

“Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai 

Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan 

masyarakat.” 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari 

sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Kepala Desa memiliki tanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa 

dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang terselenggara 

kepada Bupati. 

Peraturan pelaksanaan tentang desa yang lahir atas dasar 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman 

Umum Pengaturan Mengenai Desa. Bahwa di dalam Pasal 9 ayat (1) 

                                                           
197

 Pasal 1 Huruf o Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). 
198

 Lihat Penjelasan Umum Angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3839). 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 

tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa mengatur Kepala 

Desa secara dipilih langsung oleh rakyat desa dari calon yang sesuai 

syarat perundang-undangan.
199

 Pada ayat (2) disebutkan bahwa 

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan 

pemilihan.
200

 

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan 

Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) yang 

anggota panitia pemilihan tersebut terdiri dari anggota Badan 

Perwakilan Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh 

masyarakat. 

Calon kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak 

dinyatakan sebagai pemenang dan ditetapkan dengan Keputusan Badan 

Perwakilan Desa untuk selanjutnya disahkan oleh Bupati melalui 

Keputusan Bupati paling lama 30 hari setelah pemilihan. Hal ini diatur 

di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dengan 

rumusan:
201

 

“(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah 

calon yang mendapatkandukungan suara terbanyak. 

(2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ditetapkandengan Keputusan Badan 

                                                           
199 Lihat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum 

Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4155). 
200 Lihat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum 

Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4155). 
201 Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan 

Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4155). 
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Perwakilan Desa berdasarkan Laporan dan 

BeritaAcara Pemilihan dari Panitia Pemilihan. 

(3) Calon Kepala Desa Terpilih disahkan oleh Bupati 

dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang 

Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih. 

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), diterbitkan palinglambat 30 hari setelah 

pemilihan.” 

 

Pasal 21 ayat (1) menentukan bahwa Peraturan lebih lanjut 

mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikandan 

Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten.
202

 Meskipun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan adalah 

“Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang “Pedoman 

Umum Pengaturan Mengenai Desa tidak mengatur penyelesaian 

perselisihan hasil pemilihan kepala desa, pengaturan pemilihan kepala 

desa sudah mengalami perkembangan pesat karena materi yang diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten terdapat mekanisme pemilihan 

ulang. Dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten adalah Pasal 

21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang 

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yakni:
203

 

“Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), memuatmateri antara lain mengenai : 

d. pelaksanaan pemilihan, yang meliputi : 

1) pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada 

masyarakat; 

2) pelaksanaan pemungutan suara; 

                                                           
202 Lihat Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman 

Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4155). 
203 Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum 

Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4155). 
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3) penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon 

terpilih dengan BeritaAcara; 

4) kemungkinan calon terpilih yang mendapat 

dukungan suara terbanyakyang sama lebih dari satu 

orang; 

5) mekanisme pelaksanaan pemilihan ulang.” 

 

j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah Pasal 1 angka 12, mendefinisikan Desa sebagai kesatuan dalam 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang hal 

tersebut bertujuan untuk mengatur serta mengurus berbagai kepentingan 

masyararakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.
204

 

Tidak seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa desa berada di wilayah 

kabupaten, Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintahan desa 

berada di dalam pemerintahan kabupaten/kota. Rumusan pasal tersebut 

adalah:
205

 

“Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk 

pemerintahandesa yang terdiri dari pemerintah desa dan 

badan permusyawatan desa.” 

                                                           
204

 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). 

Pengertian desa : 

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.” 
205

 Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, status desa adalah satuan pemerintahan di bawah 

kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di 

bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja di bawah camat yang 

tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat.
206

 

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. 

Kepala desa dalam pelaksanaannya dipilih langsung oleh dan dari 

penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat dan 

tata cara dalam pemilihannya, selanjutnya diatur dengan Perda yang 

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah tentang desa yang melaksanakan amanat 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.  

Pasal 46 ayat (1) Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

mengatur bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa 

dari calon yang memenuhi syarat. Calon Kepala Desa yang dinyatakan 

terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam 

pemilihan. Setelah hasil pilkades diketahui, Panitia Pemilihan Kepala 

Desa kemudian melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut 

kepada BPD. Laporan hasil pemilihan dipaparkan oleh BPD kepada 

Bupati/Walikota dengan melalui Camat untuk pengesahan atau 

disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih. Kemudian Bupati/Walikota 

                                                           
206

 Hanif Nurcholis, Op.Cit., hlm 68. 
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menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan 

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih memiliki jangka waktu paling 

lama 15 (lima belas) hari yang terhitung dari tanggal diterimanya 

penyampaian hasil pemilihan dari BPD. Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2005 memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang 

mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. 

Namun di dalam Pasal 53 ayat (1) diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut 

mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, 

Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten/ Kota.
207

 Di ayat (2) disebutkan bahwa Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sekurang-kurangnya memuat berbagai macam hal, salah satunya 

adalah mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah.
208

 

Pengaduan dan penyelesaian masalah dalam tahapan-tahapan 

pemilihan kepala desa ini menyangkut berbagai macam masalah 

misalnya kecurangan, dan tidak menutup kemungkinan salah satunya 

adalah perselisihan hasil pemilihan kepala desa. penyelesaian berbagai 

masalah dalam pemilihan kepala desa diserahkan kepada 

kabupaten/kota dan diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

masing-masing. 

                                                           
207

 Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4587). 
208

 Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4587) 
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Dari Peraturan Perundang-undangan yang pernah berlaku di 

Indonesia yang mengatur tentang desa tidak terdapat peraturan yang 

mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala 

desa. Hanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang 

mengamanatkan pembentukan peraturan daerah untuk mengatuar 

mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah dalam pemilihan kepala 

desa yang hal ini bersifat umum, tergantung tiap daerahnya saja yang 

mengkhususkan mekanisme penyelesaian masalah perselisihan hasil 

pemilihan kepala desa ataukah tidak. 

Tabel 2. 

Tabel Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkades dalam Lintasan 

Sejarah 

No. 
Dasar 

Hukum 

Kedudukan 

Desa 
Pemilihan Kepala Desa 

Penyelesaian 

Perselisihan 

Hasil 

Pemilihan 

Kepala Desa 

1. Undang-

Undang 

Nomor 1 

Tahun 

1945 

Daerah otonomi 

terbawah 
Tidak diatur Tidak diatur 

2. Undang-

Undang 

Nomor 22 

Tahun 

1948 

Desa sebagai 

daerah otonomi 

tingkat tiga 

dengan hak 

otonomi dan 

hak 

medebewind 

Diangkat oleh Kepala 

Daerah Provinsi dari 

sedikit-sedikitnya dua 

dan sebanyak-

banyaknya empat 

orang calon yang 

diajukan DPRD Desa 

Tidak diatur 

3. Undang-

Undang 

Nomor 1 

Tahun 

1957 

Desa sebagai 

daerah otonomi 

tingkat tiga 

Diatur dalam UU 

tersendiri, sebelum ada 

UU tersebut, dipilih 

oleh DPRD Desa 

Tidak diatur 

4. Penetapan 

Presiden 

Desa sebagai 

daerah otonomi 
Tidak diatur Tidak diatur 
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Nomor 6 

Tahun 

1959 

tingkat tiga 

5. Undang-

Undang 

Nomor 18 

Tahun 

1965 

Desa sebagai 

kesatuan hukum 

masyarakat 

yang berhak 

mengatur dan 

mengurus 

rumah 

tangganya 

sendiri. Desa 

dapat dibentuk 

menjadi daerah 

tingkat III   

Tidak diatur Tidak diatur 

6. Undang-

Undang 

Nomor 19 

Tahun 

1965 

Desa sebagai 

kesatuan hukum 

masyarakat 

yang berhak 

mengatur dan 

mengurus 

rumah 

tangganya 

sendiri. UU ini 

sebagai transisi 

untuk 

menjadikan 

Desa sebagai 

daerah tingkat 

III 

Dipilih langsung oleh 

rakyat desa.  

Peraih suara terbanyak 

tidak otomatis terpilih. 

Hanya mendapat 

prioritas untuk 

diangkat oleh Kepala 

Daerah Tingkat I Tidak diatur 

7. Undang-

Undang 

Nomor 5 

Tahun 

1974 

Ketentuan 

mengenai Desa 

diatur ke dalam 

undang-undang 

Tidak diatur Tidak diatur 

8. Undang-

Undang 

Nomor 5 

Tahun 

1979 

Desa 

merupakan 

organisasi 

pemerintahan 

terendah di 

bawah camat. 

Dipilih langsung oleh 

rakyat desa. peraih 

suara terbanyak 

diangkat oleh 

Bupati/Walikotamadya 

atas nama Gubernur 

Tidak diatur 

9. Undang-

Undang 

Nomor 22 

Tahun 

1999 

Desa sebagai 

kesatuan hukum 

masyarakat 

yang berhak 

mengatur dan 

mengurus 

rumah 

Dipilih langsung oleh 

rakyat desa. peraih 

suara terbanyak 

disahkan oleh Bupati 

Tidak diatur 
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tangganya 

sendiri. Desa 

berada di bawah 

kabupaten 

10. Undang-

Undang 

Nomor 32 

Tahun 

2004 

Desa sebagai 

satuan 

pemerintahan 

yang berada di 

bawah 

kabupaten/kota 

Dipilih langsung oleh 

rakyat desa. peraih 

suara terbanyak 

disahkan oleh 

Bupati/Walikota 

Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 72 

Tahun 2005 

mengamanat-

kan diatur 

melalui Perda 

Kabupaten/ 

Kota 
Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2015 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Sebagai Dasar Hukum 

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Saat Ini 

Apabila tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa yang telah 

diuraikan di atas telah selesai dilaksanakan, tidak serta merta tidak akan 

menimbulkan permasalahan. Masih ada potensi masalah yakni sengketa 

atau perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa pasca pemillihan kepala 

desa. 

Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Kepala Desa diatur di 

dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa seperti dijelaskan di atas yakni:
209

 

 “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala 

Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikanperselisihan 

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)” 

 

Jangka waktu penyelesaian perselihan hasil pemilihan Kepala Desa 

ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan 

dari panitia pemilihan Kepala Desa. Hal ini diatur di dalam Pasal 37 ayat 

                                                           
209

 Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495). 
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(5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan 

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) 

hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia 

pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.”
210

 

Berdasarkan ketentuan inilah maka penyelesaian sengketa hasil 

Pemilihan Kepala Desa menjadi kewajiban bagi Bupati/Walikota apabila 

hal tersebut terjadi di daerah mereka. Mengingat ketentuan di dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur 

secara singkat dan tidak merinci mekanisme penyelesaian sengketa hasil 

pemilihan Kepala Desa maka diaturlah ke dalam peraturan pelaksana.  

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa lagi-lagi belum mengatur secara rinci bagaimana 

mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 hanya 

mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian dan lembaga mana yang 

memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Ketentuan ini terdapat di 

dalam Pasal 41 ayat (7), ketika terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala 

Desa, bupati/walikota memiliki kewenangan untuk menyelesaikan 

perselisihan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
211

 

                                                           
210

 Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495). 
211

 Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539). Yang menyatakan: 
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Ketentuan ini jelas belum mewadahi proses penyelesaian 

perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Dan Pasal 46 Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih 

lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan 

Menteri.
212

 Namun hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri yang 

mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Kepala Desa tidak mengatur mekanisme penyelesaian 

perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Di dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri tersebut, hanya terdapat kewenangan Panitia Pemilihan 

Kepala Desa yang salah satunya adalah memfasilitasi penyelesaian 

permasalahan pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten/kota.
213

 Pasal 1 

angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Kepala Desa mengartikan Panitia Pemilihan Kepala Desa 

tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut: 

“Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota 

yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota 

adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat 

Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan 

Kepala Desa.“ 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Kepala Desa yang tidak mengatur mekanisme penyelesaian 

perselisihan hasil pemilihan kepala desa semakin menguatkan bahwa 

                                                                                                                                                               

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib 

menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari” 
212

 Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) 
213

 Lihat Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092). 
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kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa 

diserahkan di tangan Bupati/Walikota. Di mana segala perselisihan hasil 

pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten/Kota penyelesaiannya 

difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota 

yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. 

Di dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang 

memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil 

pemilihan Kepala Desa ini kepada Bupati/Walikota tentunya akan 

membuat suatu Kabupaten atau Kota mengatur secara rinci bagaimana 

melaksanakan penyelesaian perselisihan Kepala Desa. Mekanisme tersebut 

dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Kepala Daerah Kabupaten/Kota. 

Sebagaimana diketahui bahwa calon yang meraih suara terbanyak 

dalam Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala 

Desa dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling 

lama tujuh hari sejak penetapan calon Kepala Desa terpilih. Badan 

Permuasyawaratan Desa kemudian dalam waktu paling lama tujuh hari 

menyampaikan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai hasil 

pemilihan Kepala Desa ini kepada Bupati/Walikota. Setelah menerima 

Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan  Kepala Desa 

melalui Badan Permusyawaratan Desa, dalam waktu paling lama tiga puluh 

hari Bupati/Walikota membuat Surat Keputusan yang mengesahkan calon 

Kepala Desa terpilih. Dalam waktu tiga puluh hari ini juga Bupati/Walikota 
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wajib menyelesaikan apabila terdapat perselisihan hasil Pemilihan Kepala 

Desa. 

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan nanti 

beserta peraturan-peraturan pelaksananya ini dilakukan di luar pengadilan 

(diselesaikan oleh bupati/walikota) atau lebih dikenal dengan alternatif 

penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution). 

Di Indonesia istilah ADR (alternative dispute resolution) relatif 

baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara 

konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat yang intinya 

menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, 

dan sebagainya.
214

 

Definisi lain diungkapkan Philip D. Bostwick yang menyatakan 

bahwa ADR merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang 

ditujukan untuk:
215

 

a. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar 

pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang 

bersengketa; 

b. mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut 

diselesaikan melalui litigasi konvesional; 

c. mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan. 

                                                           
214

 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa,Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 311. 
215

 Ibid, hlm 312. 
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Di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan:
216

 

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur 

yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilain ahli.”
217

 

Pengertian di atas mengandung unsur yang terpenting adalah 

“prosedur  yang disepakati para pihak”. Di dalam penyelesaian perselisihan 

hasil pemilihan kepala desa, para pihak terpaksa harus menyelesaikan 

sengketa kepada bupati/walikota karena telah diatur di dalam undang-

undang. Padahal independensi bupati/walikota patut dipertanyakan dan 

para pihak belum tentu sepakat untuk menyelesaikan sengketa di muka 

bupati/walikota. 

Sebagai penyelenggara pemerintahan yang dapat diusung oleh partai 

politik, peran bupati/walikota dalam penyelesaian perselisihan hasil 

pemilihan kepala desa dikhawatirkan akan menimbulkan kepentingan 

yakni calon yang dimenangkan adalah calon yang memiliki koneksi dengan 

bupati/walikota dengan harapan politik balas budi. Kekuasaan koneksi 

adalah kekuasaan yang timbul karena hubungan yang dijalin dengan orang-

orang yang berpengaruh, baik di luar maupun di dalam organisasi.
218

 

Akibat diselesaikan oleh bupati/walikota, dalam kasus seperti yang 

telah disebutkan di latar belakang, bupati/walikota menerbitkan Surat 

                                                           
216

 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) 
217

 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), prokum.esdm.go.id.pdf.  
218

 J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku 

Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 122. 
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Keputusan tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih. Hal ini 

dilakukan meskipun perselisihan hasil pemilihan kepala desa belum benar-

benar selesai. Akibatnya Surat Keputusan tersebut digugat oleh calon yang 

kalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagaimana kita ketahui 

bahwa di PTUN menggunakan acara pemeriksaan biasa, apabila dalam 

waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya Surat Keputusan 

Bupati/Walikota belum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, dapat menimbulkan kekosongan jabatann kepala 

desa. 

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
219

 bahwa apabila dalam 

pemilihan kepala desa serentak terjadi kekosongan jabatan kepala desa, 

maka bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa dari unsur Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 40 ayat 

(3) dan (4) berbunyi sebagai berikut: 
220

 

“ (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa 

dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, 

bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.  

 

 (4) Pejabat kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat  (3) Berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan 

pemerintah daerah kabupaten/kota.” 

                                                           
219

 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539). 
220

 Pasal 40 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). 
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Pemilihan kepala desa diselenggarakan untuk memilih kepala desa 

agar sesuai dengan aspirasi masyarakat desa, kekosongan jabatan yang diisi 

oleh penjabat kepala desa dari unsur PNS oleh bupati/walikota jelas bukan 

aspirasi masyarakat desa dan dapat menimbulkan penolakan atau 

permasalahan. 

Yang paling penting dalam penyelesaian perselisihan hasil 

pemilihan kepala desa adalah lembaga mana yang berwenang 

menyelesaiakannya, bukan adanya intervensi atau turut campur pemerintah 

daerah kabupaten/kota sebagai lembaga yang menyelesaikan. Hal ini tentu 

tidak sesuai dengan asas otonomi asli sebagaimana termaktub di dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di mana negara 

menghormati dan mengakui hak asal-usul masyarakat adat dalam hal ini 

desa.
221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
221

 Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Gambar 2. 

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

g 
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Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2015 
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B. Model Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa 

1. Musyawarah Sebagai Mekanisme Utama Penyelesaian Sengketa Hasil 

Pemilihan Kepala Desa dan Penguatan Otonomi Asli Desa 

Berbagai pendapat tentang demokrasi seperti yang telah dijelaskan di 

dalam tinjauan pustaka di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur 

demokrasi antara lain:
222

 pertama, adanya kekuasaan bagi rakyat untuk ikut 

serta menentukan arah dan kepentingannya sendiri dalam penyelenggaraan 

pemerintahan; kedua, adanya kebebasan yang bertanggungjawab untuk 

menentukan hak-haknya; ketiga, adanya pemilu yang kompetitif; keempat, 

adanya perangkat hukum yang demokratis dan penegakan hukum yang tegas 

non diskriminatif; kelima, adanya pengawasan yang fair, jujur, dan adil.  

Demikian juga dalam konteks Indonesia, beberapa kajian 

menunjukkan demokrasi mempunyai akar dalam tradisi lokal. Hal ini sesuai 

dengan pandangan ”teori demokrasi ideal normatif” yang salah satu 

penganutnya adalah Mohammad Hatta, dengan merefleksikan kondisi 

pedesaan di Jawa pada kurun waktu pasca revolusi kemerdekaan hingga 

1960-an. Ia berpendapat: 

“Demokrasi asli letaknya di desa, sebagai entitas 

pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. 

Ciri-ciri demokrasi desa menurut Hatta adalah pertama, rapat 

(tempat rakyat bermusyawarah dan bermufakat); kedua, hak 

rakyat untuk mengadakan protes; ketiga, cita-cita tolong 

menolong.”
223

 

Pemikiran komunitarianisme itu sangat memengaruhi cara pandang 

pendiri negara Indonesia yakni Muhammad Hatta dalam melihat demokrasi 

lokal. Di desa-desa memiliki sistem demokratis yang masih kuat dan hidup 

                                                           
222

Didik Sukriono, Op.Cit., hlm 38. 
223

Ibid, hlm 39. 
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sehat sebagai bagian dari adat-istiadat yang hakiki, dasarnya adalah 

kepemilikan tanah yang komunal, dimana setiap orang merasa bahwa ia 

harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama, sewaktu 

menyelenggarakan kegiatan ekonomi.
224

 

Gagasan demokrasi komunitarian sangat relevan diterapkan pada 

level komunitas yang kecil (seperti desa) karena kegagalan demokrasi 

prosedural-liberal dalam mewadahi partisipasi publik.
225

 Demokrasi liberal 

pada kenyataannya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi 

karena hanya tataran lembaga perwakilan, yang diyakini sebagai wadah 

partisipasi publik. Format demokrasi perwakilan yang didesain itu 

dilembagakan secara formal melalui peraturan, yang mau tidak mau 

menimbulkan apa yang disebut oligarkhi elit. 

Lalu berkembang demokrasi deliberatif yang merupakan bentuk 

ekstrim demokrasi prosedural dijiwai oleh tradisi komunitarianisme dan 

republikanisme. Istilah “deliberasi berasal dari kata Latin deliberatio yang 

lalu di dalam baha Inggris menjadi deliberation. Istilah ini berati konsultasi, 

menimbang-nimbang atau musyawarah.”
226

 Semua arti leksikal ini harus 

ditempatkan dalam konteks publik atau kebersamaan secara politis untuk 

memberi pengertian yang penuh sebagai sebuah konsep dalam teori 

diskursus.
227
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Demokrasi deliberatif memaknai cara untuk menentukan pemimpin 

dan membuat keputusan dilakukan dengan mekanisme kebersamaan atau 

diskursus warga secara langsung, bukan melalui pemungutan suara atau 

perwakilan, tetapi melalui dialog, musyawarah, dan pengambilan 

kesepakatan. Dengan cara yang demikian ini, partisipasi masyarakat dapat 

menjangkau secara luas dan mencegah hadirnya oligarkhi di kalangan elit.  

Demokrasi membutuhkan musyawarah karena tiga alasan:
228

 (1) 

memungkinkan warga mendiskusikan isu-isu publik dan membentuk opini; 

(2) memberikan pemimpin demokratis wawasan yang lebih baik mengenai 

isu-isu publik ketimbang yang harus dilakukan oleh pemilihan umum; (3) 

memungkinkan warga memberikan justifikasi pandangan mereka sehingga 

kita bisa mengidentifikasi pilihan yang baik dan yang buruk. 

Untuk demokrasi desa yang dikemas dalam Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa sebenarnya mengandung gado-gado (hybrid) 

antara tradisi liberal, radikal, dan komunitarian. Hal ini terlihat dari hal 

berikut:
229

 

1. akuntabilitas (atau pemimpin yang akuntabel) bukanlah monopoli kaum 

liberal, tetapi juga dikedepankan oleh kaum radikal, apalagi 

komunitarian. Komunitarianisme masyarakat lokal selalu mendambakan 

pemimpin yang bertanggung jawab (amanah) karena telah memperoleh 

mandat dari rakyat; 

2. menurut kaum liberal yang risau dengan UU Desa, demokrasi 

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya risiko buruk di balik kekuasaan 
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besar kepala desa yang mengontrol dan menyerobot. Untuk itu harus ada 

check and balances yang dilakukan oleh institusi representasi (BPD), 

ditambah dengan pelembagaan nilai-nilai kebebasan, transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi; 

3. kaum radikal mengutamakan dimensi organisasi warga dan partisipasi 

yang lebih kuat sebagai jalan untuk memperkuat hak-hak warga, 

citizenship dan kedaulatan rakyat. UU Desa memang tidak mengatur 

secara eksplisit organisasi warga itu, tetapi pada prinsipnya sesuai pasal 

68, warga masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi, yang tentu 

bisa menggunakan organisasi mandiri sebagai wadah partisipasi; 

4. pemikiran kaum komunitarian cocok dengan sosiokultural masyarakat 

desa. asas kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, dan 

musyawarah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

mencerminkan pemikiran kaum komunitarian. Semua asas ini pada 

dasarnya untuk mencapai kebaikan bersama dalam payung desa. 

Konsep kemandirian desa yang diusung oleh Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa seperti dijelaskan di dalam Bab Tinjauan 

Pustaka di atas yang menyatakan bahwa kemandirian desa tentu tidak 

berdiri sendiri, tetapi sangat penting melihat relasi antara desa dengan 

pemerintah (negara), termasuk memperhatikan pendekatan pemerintah 

terhadap desa. Kehadiran negara terhadap desa seharusnya bukan sebagai 

sebuah intervensi, campur tangan, bahkan pemaksaan kehendak yang akan 

melemahkan otonomi asli desa. Tetapi apabila negara tidak hadir juga bukan 

hal yang tepat. Negara dalam memaknai desa harusnya memberikan fasilitas 
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seperti di dalam konstitusi yaitu penghormatan dan pengakuan. Hal ini 

dilakukan negara melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang 

memperkuat otonomi asli. 

Emansipasi lokal membutuhkan pengakuan (rekognisi) oleh negara, 

dan negara perlu mengambil langkah fasilitasi terhadap berbagai institusi 

lokal.
230

 Oleh karena itu dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan 

kepala desa, pemerintah (negara) perlu memfasilitasi dengan dasar hukum 

dalam perundang-undangan yang mengatur dan mengakui musyawarah desa 

sebagai mekanisme pertama dan utama penyelesaian perselisihan hasil 

pemilihan kepala desa. Dengan demikin relasi negara dan desa dapat 

terbentuk dan demokrasi lokal semakin kuat.  

Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan penyelesaian 

konflik atau sengketa, sesuai dengan tingkat kepentingan dan pemenuhan 

kebutuhan dasarnya dalam memandang konflik atau sengketa itu sendiri.
231

 

Namun penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa merupakan 

perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat desa. Masyarakat desa 

memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan sendiri yaitu musyawarah.  

Atas dasar pentingnya musyawarah dalam demokrasi, maka 

penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa didesain untuk 

memperkuat otonomi asli desa dalam hal pengikutsertaan masyarakat desa 

melalui musyawarah. Apabila di dalam pemilihan kepala desa terdapat 

perselisihan hasil pemilihan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan jalan 

musyawarah di antara para pihak yang berselisih dan disaksikan oleh warga 
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desa yang bersangkutan sehingga dapat memberikan kontribusi langsung 

warga desa dalam menyelesaikan perselisihan dengan memberikan saran 

dan pendapatnya. Musyawarah merupakan mekanisme utama dan wajib 

dilakukan terlebih dahulu dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan 

kepala desa. 

Konsep otonomi asli yang termaktub di dalam Pasal 18B ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

kemandirian desa di dalam “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa” harus diterapkan secara utuh. Tidak hanya sebagai asas yang dipajang 

tetapi diterapkan di dalam pasal-pasal dan tentunya pada fakta di lapangan. 

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa harus diserahkan 

kepada masyarakat desa setempat melalui jalur musyawarah mufakat. 

Model yang tepat bagi pemilihan kepala desa tetap diletakkan di 

dalam rezim hukum desa, bukan termasuk ke dalam rezim pemilihan umum 

ataupun rezim pemilihan kepala daerah karena corak khas otonomi di desa. 

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki 

oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota.
232

 Otonomi 

yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya.
233

 

Landasan yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.
234

 

Hery Kurniawan mengungkapkan kebebasan otonomi desa yaitu 

“Kebebasan dari otonomi desa itu harus tetap menjunjung nilai-nilai 
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tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa 

dan negara Indonesia.”
235

 Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala 

desa menggunakan model musyawarah namun tetap tidak boleh melampaui 

konstitusi dan terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Model penyelesaian perselisihan hasil pemilhan kepala desa adalah 

gambaran sederhana yang menunjukkan bagaimana aktivitas untuk  

mewujudkan dan memperkuat otonomi asli desa. model ini dimaksudkan 

untuk mengembalikan otonomi asli desa sesuai dengan seharusnya yang 

diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Membangun tata hukum nasional dan daerah yang berbasis pada 

kearifan lokal dan hukum adat di masa mendatang merupakan langkah 

strategis yang harus ditempuh bagi terwujudnya otonomi daerah yang 

mendasarkan pada prinsip pemerataan keadilan, kemudahan, kepastian, 

kesederhanaan, desentralisasi dan local accountability perlu mendapat 

perhatian lebih besar dan serius.
236

 Terlebih dalam membuat peraturan 

perundang-undangan yang mengatur kearifan lokal itu sendiri yaitu desa, 

sudah seharusnya menganut asas otonomi asli desa yaitu pengakuan dan 

penghormatan atas hak asal-ususl yang dimiliki desa. 

Berbeda dengan musyawarah desa sebagaimana disebutkan didalam 

pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu 
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“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh 

Badan Permusyawaratan Desa,Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa 

untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis.” Musyawarah 

penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dilakukan di antara 

para pihak yang bersengketa. Para pihak dalam perselisihan hasil pemilihan 

kepala desa adalah yang memiliki kepentingan langsung dalam hasil 

perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Para pihak tersebut yaitu calon 

kepala desa yang tidak menerima hasil pemilihan kepala desa dan panitia 

pemilihan kepala desa. Serta pihak terkait yaitu calon kepala desa selain 

yang mempermasalahkan hasil pemilihan kepala desa tersebut. 

Panitia pemilihan kepala desa termasuk ke dalam para pihak dalam 

musyawarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa karena 

sebagai penyelenggara pemilihan kepala desa dan terlibat langsung. Selain 

itu yang menjadi obyek masalah atau hal yang diperselisihkan adalah 

laporan hasil pemilihan kepala desa yang dikeluarkan oleh panitia 

pemilihan. Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan unsur 

masyarakat atau warga desa hanya menyaksikan dan dapat dimintai 

pendapatnya bukan sebagai para pihak. Hal ini untuk menghindari 

kepentingan dari elit di desa karena Badan Permusyawaratan Desa 

merupakan elit di desa. 

Masyarakat Desa tentunya tidak ingin berlarut-larut dalam 

perselisihan. Untuk itu mekanisme musyawarah diharapkan dapat 

menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa secara cepat dan 

tepat. Namun untuk menciptakan kepastian hukum, mekanisme musyawarah 
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ini perlu dibatasi jangka waktu penyelesaiannya yaitu 7 (tujuh) hari setelah 

penetapan hasil pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa. 

2. Penunjukan Pihak Netral Sebagai Alternatif Pertama Penyelesaian 

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa 

Seperti diuraikan di atas, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum 

dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, mekanisme 

musyawarah perlu diberi jangka waktu. Apabila dalam jangka waktu 

tersebut perselisihan masih belum menemui kesepakatan damai maka dapat 

dilakukan upaya penunjukan pihak ketiga yang netral oleh para pihak atau 

sering disebut mediasi.  

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang menyangkut 

bantuan dari pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi dan 

penyelesaian sengketa.
237

 Definisi lain menyebutkan mediasi adalah 

intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang 

dapat diterima, tidak berpihak, dan netral tidak mempunyai kewenangan 

untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih 

dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian 

permasalahan yang disengketakan.
238

 

Berbeda dengan penyelesaian perselisihan oleh bupati/walikota 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa yang menggunakan upaya mediasi oleh bupati/walikota dalam bentuk 

keterpaksaan para pihak. Model perselisihan hasil pemilihan kepala desa 

yang menurut penulis harus diterapkan adalah sebuah kesepakatan para 
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pihak untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang netral. Para pihak 

bersepakat untuk bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak luar yang 

tidak memihak (imparsial) dalam proses negosiasi pemecahan sengketa.  

Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil  pemilihan kepala desa 

dengan model penunjukan pihak ketiga yang netral ini merupakan 

mekanisme alternatif pertama di mana baru dilakukan ketika mekanisme 

penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah 

gagal mencapai kata sepakat. 

Hal yang paling diperhatikan dalam proses mediasi ini adalah 

mediator tidak dapat mengambil keputusan. Keputusan tetap diserahkan 

kepada para pihak yang bersengketa. Mediator membantu dalam 

membangun rasa saling percaya di antara para pihak yang bertikai serta 

membangun kejernihan berupa informasi atau ide-ide penyelesaian. 

Tindakan perlu diambil oleh mediator dengan membuat fokus isu 

atau permasalahan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala 

desa ini apabila siatuasi semua pihak semakin mengeras dan tetap buntu. 

Tindakan membangun proposal penyelesaian disampaikan kepada para 

pihak untuk dibuat menjadi kesepakatan penyelesaian perselisihan. 

Tugas akhir dari mediator adalah memastikan kesepakatan yang 

dibuat oleh para pihak dalam perselisihan hasil pemilihan kepala desa ini 

dilaksanakan dengan baik dan tanggung jawab. Dengan begitu perselisihan 

telah selesai dijalankan. Adanya model mediasi ini diyakini oleh penulis 

tidak akan membuat perselisihan berlarut-larut karena pada dasarnya 

mekanisme ini hampir sama dengan musyawarah yang dilakukan oleh para 
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pihak sendiri hanya dibantu pihak ketiga yang netral. Penyelesaian ini tidak 

keluar dari koridor otonomi asli yang pada dasarnya adalah berdasarkan hak 

asal-usul masyarakat desa.  

Di sini para pihak dapat meminta pemerintah kabupaten atau kota 

untuk memfasilitasi saja tidak lebih dari itu. Fasilitasi oleh pemerintah 

kabupaten atau kota ini dilakukan dalam penyediaan pendanaan untuk 

menggunakan jasa pihak ketiga yang netral dan memastikan penyelesaian 

dengan jalan ini berjalan sesuai koridor bahwa para pihak yang membuat 

kesepakatan untuk penyelesaian perselisihan. 

Penyelesaian oleh pihak ketiga ini memiliki potensi kegagalan atau 

tidak terjadinya kesepakatan penyelesaian perselisihan. Untuk tetap 

menjamin kepastian hukum maka mekanisme ini perlu dibatasi jangka 

waktu yaitu 7 (tujuh) hari sejak tanggal gagalnya musyawarah para pihak 

atau 14 (empat belas) hari sejak tanggal laporan panitia pemilihan kepala 

desa tentang hasil pemilihan kepala desa diterbitkan.   

3. Pengadilan Khusus Sebagai Alternatif Kedua Penyelesaian Perselisihan 

Hasil Pemilihan Kepala Desa 

Secara hakiki, hukum harus memiliki kepastian dan adil agar hukum 

dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kepastian dan keadilan hukum 

merupakan tuntutan hakikat hukum itu sendiri, bukan sekedar tuntutan 

moral. Pasti dan adil mencirikan hukum secara faktual. Suatu hukum yang 

tidak pasti dan tidak adil bukan hanya menunjukkan hukum yang buruk, 

melainkan bukanlah hukum yang sebenarnya.
239
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Salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat 

dalam pemilihan tidak dimanipulasi adalah peradilan penyelesaian 

perselisihan hasil pemilihan. Peradilan ini bukan sekedar mekanisme 

penyelesaian perbedaan perhitungan suara antara penyelenggara dengan 

peserta, peradilan ini memastikan setiap suara yang diberikan pemilih 

adalah benar. Peradilan memastikan penyelenggaraan pemilihan 

berlangsung adil. 

Hal yang perlu digarisbawahi dalam penyelesaian perselisihan hasil 

pemilihan kepala desa oleh pengadilan khusus ini adalah kewenangan 

pengadilan khusus perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanyalah 

memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala desa. 

Perkara kecurangan yang ditemukan dalam pemilihan kepala desa 

merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus dan memeriksa 

perkara pidana. 

Pembentukan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan 

perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang diatur secara jelas bagaimana 

mekanisme penyelesaian perselisihannya diharapkan mampu menciptakan 

keadilan dalam masyarakat dan proses demokrasi di desa. Meskipun 

keadilan sebagaimana diungkapkan di atas bersifat relatif namun negara 

harus mengupayakan menciptakan hukum yang sebagaimana mungkin dan 

seoptimal mungkin mengakomodasi keadilan setiap rakyatnya. 

Upaya mewujudkan keadilan yang dalam penyelesaian perselisihan 

hasil pemilihan kepala desa ini diperankan oleh kamar Ad Hoc pengadilan 

negeri sebagai pemutus perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan 
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sebelumnya adalah payung hukum musyawarah di antara para pihak yang 

berselisih sebelum dibawa ke pengadilan apabila musyawarah tersebut tidak 

menghasilkan kata sepakat.  

Menyelenggarakan peradilan merupakan fungsi yang melekat pada 

kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan 

keadilan. Robert A. Carp, Ronald Stidham, dan Kenneth L. Manning dalam 

Janedjri M. Gaffar menyatakan bahwa “peradilan memiliki peran yang 

signifikan dalam membenahi sistem politik karena kemampuannya 

melindungi demokrasi.”
240

 

Pengadilan ad hoc perselisihan hasil pemilihan kepala desa menjadi 

sangat penting untuk menjamin kepastian hukum. Pertama, pengadilan ad 

hoc akan memberikan jaminan kepastian hukum pemilihan kepala desa, 

karena dengan adanya pengawasan dari pengadilan ad hoc maka semua 

persoalan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan bisa diselesaikan 

atau ditangani secara lebih baik. Kedua, kualitas proses-proses pengadilan 

dalam kasus-kasus perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan lebih baik 

dan berkualitas karena ditangani oleh orang-orang yang jauh lebih kompeten 

dibanding penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa saat ini. 

Pengadilan ad hoc juga akan memastikan tahapan setelah pemilihan kepala 

desa yakni pelantikan kepala desa terpilih tidak akan terganggu karena 

proses peradilan akan dilangsungkan secara cepat dengan batas waktu yang 

diatur dalam suatu norma hukum berbentuk peraturan perundang-undangan. 
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a. Kedudukan Pengadilan Khusus yang Berwenang  Menyelesaikan 

Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa 

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga 

cabang, walalupun kelembagaan negara saat ini mengalami 

perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat 

diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, 

cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang 

kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang 

kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.
241

   

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengertian kekuasaan kehakiman 

juga dijelaskan di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum 

Republik Indonesia. 

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman diselenggarakan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 
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Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa 

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung adalah 

sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah 

Konstitusi. 

Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: 

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat 

kasasi, meguji peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai 

wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”  

 

Dengan perkataan lain, oleh UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah 

Agung secara tegas hanya diamanati dengan dua kewenangan 

konstitusional, yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 

Sedangkan kewenangan lainnya merupakan kewenangan tambahan yang 

secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk undang-undang 

untuk menentukannya sendiri. Kewenangan tambahan ini tidak termasuk 

kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 

melainkan diadakan atau diberikan hanya oleh undang-undang.
242

  

Sedangkan pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung 

yakni Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi konstitusional yang sama 
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yakni menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan yang dimiliki 

Mahkamah Konstitusi ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 24C ayat 

(1) dan ayat (2) yang dirimuskan sebagai kewenangan dan kewajiban. 

Wewenang Mahkamah Konstitusi meliputi: 

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 

3. memutus pembubaran partai politik; 

4. memutus perselisihan hasil pemilihan umum. 

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan 

putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

Dari penjelasan di atas, maka pengadilan khusus/ad hoc yang 

berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa 

adalah berada di bawah Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung 

memiliki kewenangan lain yang disebutkan di dalam Undang-Undang 

Dasar bahwa kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang. 

Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya diatur 

secara limitatif di dalam Undang-Undang Dasar. Mengingat pula 

pemilihan kepala desa bukan termasuk ke dalam rezim pemilihan umum 

semakin menguatkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang 

memutus perselisihan hasil pemilihan kepala desa. 
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Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa 

yang terdiri dari hakim ad hoc di dalam peradilan di Indonesia sangat 

mungkin untuk dibentuk. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan 

bahwa: 

“Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai 

kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah 

satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.” 

 

Sedangkan di dalam Pasal 27 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah 

satu lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25.” 

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) tersebut di atas adalah sebagai 

berikut: 

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain 

adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan 

hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, 

pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan 

yang berada di lingkungan peradilan umum, serta 

pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan 

tata usaha negara.” 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

seperti disebutkan di atas, bahwa pengadilan khusus merupakan peradilan 

yang berada di bawah Mahkamah Agung. Klausul “antara lain” dalam 

penjelasan pasal 27 ayat (1) tersebut menunjukkan masih terbukanya 

peluang adanya pengadilan-pengadilan khusus lain yang kemungkinan 
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dapat terbentuk sesuai dengan kebutuhan kontekstual.
243

 Kemungkinan 

tersebut termasuk terbentuknya Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil 

Pemilihan Kepala Desa. 

Ketentuan di dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tantang Kekuasaan Kehakiman tersebut 

membawa konsekuensi diaturnya Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil 

Pemilihan Kepala Desa ke dalam lingkungan peradilan tata usaha negara 

atau peradilan umum. 

Di dalam peradilan tata usaha negara memang dapat dibentuk 

peradilan khusus, hal ini juga diatur di dalam Pasal 9A Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai 

berikut:  

“(1) Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat 

dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan 

undang-undang. 

(2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam 

bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.” 

Namun Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara mengatur objek gugatan atau sengketa tata 

usaha negara berupa keputusan tata usaha negara. Pasal 1 angka 10 

menyebutkan bahwa: 
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“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul 

dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan 

hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha 

negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat 

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk 

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.” 

Sedangkan yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara 

diatur di dalam pasal 1 angka 9, yaitu: 

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan 

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata 

usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara 

yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang 

berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang 

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan 

hukum perdata.” 

Keputusan tata usaha negara dikeluarkan oleh badan atau pejabat 

tata usaha negara. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengartikan badan atau 

pejabat tata usaha negara yaitu: 

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau 

pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 

tersebut berimplikasi bahwa Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil 

Pemilihan Kepala Desa tidak mungkin berada di dalam lingkungan 

peradilan tata usaha negara. Hal ini karena Objek sengketa atau gugatan 

di dalam sengketa tata usaha negara adalah berupa keputusan badan atau 

pejabat tata usaha negara. Sedangkan objek gugatan dalam perselisihan 

hasil pemilihan kepala desa adalah laporan penetapan hasil pemilihan 
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kepala desa yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepala desa. Panitia 

pemilihan kepala desa tidak dapat disebut sebagai badan atau pejabat tata 

usaha negara berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas. 

Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan yang melaksanakan 

urusan pemerintahan, pengertian urusan pemerintahan terdapat di dalam 

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yakni kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Karena 

panitia pemilihan kepala desa bukan penyelenggara pemerintahan baik 

pusat, daerah, maupun desa maka tidak dapat disebut badan atau pejabat 

tata usaha negara. Dengan demikian laporan panitia pemilihan kepala 

desa mengenai hasil pemilihan kepala desa (penetapan calon kepala desa 

terpilih) bukan merupakan keputusan tata usaha negara.  

Sementara di lingkungan peradilan umum, ketentuan tentang 

pengadilan khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1986 tentang Peradilan Umum. Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil 

Pemilihan Kepala Desa dimungkinkan untuk berada di dalam lingkungan 

peradilan umum. Dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa: 

“di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan 

khusus yang diatur dengan undang-undang” 
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Selanjutnya penjelasan pasal pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah: 

“yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan 

pengadilan” ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di 

lingkungan peradilan umum di mana dapat dibentuk 

pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan 

niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak 

pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, 

pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan 

umum, sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur 

dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan, dan 

hukum acaranya.”  

Dengan adanya ketentuan tentang dimungkinkannya pembentukan 

pengadilan khusus, maka dari segi hukum, pembentukan Pengadilan 

Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang nantinya diatur 

melalui undang-undang sudah memiliki landasan hukum atau landasan 

yuridis. 

Pembentukan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan 

Kepala Desa adalah soal efisiensi dalam pembentukan dan dalam 

berlangsungnya persidangan. Keberadaan Pengadilan Khusus 

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa harus dipahami hanya 

bersifat ad hoc dan khusus. Bersifat ad hoc karena hanya dibentuk dan 

bekerja ketika pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (pemilihan 

kepala desa serentak dapat dilaksanakan secara bergelombang 

tergantung kabupaten/kota bersangkutan). Setelah tahapan pemilihan 

kepala desa berakhir, maka berakhir juga masa kerja Pengadilan Khusus 

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. bersifat khusus karena hanya 

menangani sengketa hasil pemilihan kepala desa. Jadi dengan desain 
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sebagai pengadilan ad hoc dan khusus, maka dapat dihindari kesan 

adanya penambahan lembaga baru dan tambahan biaya yang besar.
244

    

b. Struktur Organisasi 

Seperti dijelaskan di atas bahwa pengadilan khusus berada di  

bawah koordinasi kelembagaan Mahkamah Agung. Hal ini berlaku pula 

bagi Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa 

berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yakni:  

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu 

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 

Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. “ 

Sedangkan Pasal 25 berbunyi: 

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 

meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan 

umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan 

tata usaha negara.” 

Seperti diuraikan di atas bahwa Pengadilan Khusus Perselisihan 

Hasil Pemilihan Kepala Desa berada dalam kamar khusus di lingkungan 

peradilan umum. Sifat Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan 

Kepala Desa adalah khusus karena memeriksa dan memutus perkara 

tertentu yakni perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan bersifat ad 

hoc atau sementara. Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan 

Kepala Desa dibentuk seiring pelaksanaan pemilihan kepala desa 

serentak di kabupaten/kota bersangkutan. Setelah seluruh tahapan 

pemilihan kepala desa selesai termasuk tenggang waktu pengajuan 

permohonan dan/atau persidangan penyelesaian perselisihan hasil kepala 
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desa telah usai maka selesai juga tugas Pengadilan Khusus Perselisihan 

Hasil Pemilihan Kepala Desa dan akan dibuka kembali ketika pemilihan 

kepala desa serentak berikutnya digelar. 

Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa 

berkedudukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di 

kabupaten/kota. Kedudukan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil 

Pemilihan Kepala Desa yang berada di Pengadilan Negeri mengingat 

jumlah desa yang sangat banyak. Hal ini juga akan memudahkan bagi 

setiap desa apabila calon kepala desanya yang merasa dirugikan atas 

penetapan panitia pemilihan kepala desa mengenai hasil pemilihan 

kepala desa untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan 

kepala desa karena letak desa mereka yang tidak terlalu jauh dengan 

Pengadilan Negeri yang luas daerah hukumnya hanya wilayah 

kabupaten/kota. Berbeda apabila kedudukan Pengadilan Khusus 

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa berada di Pengadilan Tinggi 

yang daerah hukumnya adalah wilayah propinsi. Propinsi memiliki 

wilayah yang sangat luas sehingga tidak efisien serta menyulitkan bagi 

pemohon yang ingin mengajukan permohonan apabila letak desanya 

sangat jauh. 

Berkaca pada pengalaman pembentukan pengadilan khusus 

lainnya selama ini baik berada di bawah koordinasi pengadilan umum 

maupun pengadilan tata usaha negara, maka rekruitmen hakim untuk 
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bertugas di Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa 

harus benar-benar memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni.
245

  

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: 

“Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang 

membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu 

dalam jangka waktu tertentu.” 

 

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) di atas adalah sebagai berikut: 

“Penjelasan Yang dimaksud “dalam jangka waktu 

tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan 

diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk membantu 

penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus 

misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, 

anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (cyber 

crime).” 

Seperti yang diatur di dalam pasal 32 ayat (1) tersebut di atas, 

bahwa mengingat pengadilan yang bersifat khusus maka majelis hakim 

yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus 

memiliki keahlian di bidang tertentu. Dalam konteks Pengadilan Khusus 

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, maka hakim yang bertugas 

memutus dan memeriksa perkara harus memiliki keahlian di bidang 

hukum tata negara khususnya di bidang hukum pemilu (meskipun 

pemilihan kepala desa tidak tergolong ke dalam rezim pemilihan umum). 

Karena jabatan hakim adalah jabatan yang mulia, suci, dan juga 

sekaligus penentu terhadap persoalan hukum dan keadilan dalam 

Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, maka dua 
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syarat penting yaitu integritas dan kapasitas yang tidak dapat 

dikompromikan. Integritas diperlukan karena jabatan hakim banyak 

godaan dari pihak yang berkepentingan dalam sebuah sengketa. Apabila 

tidak mempersyaratkan integritas hakim maka dikhawatirkan Pengadilan 

Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa  hanya menjadi tempat 

transaksi antara pihak yang berkepentingan dengan aparat pengadilan 

termasuk hakim. Integritas ini juga harus memperhatikan rekam jejak 

(track record).
246

 

Gagasan penulis, hakim ad hoc yang akan bertugas di Pengadilan 

Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa haruslah diseleksi 

secara ketat dan kredibel oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

Hasil seleksi ini kemudian digunakan sebagai dasar penetapan hakim ad 

hoc. Tidak sampai di situ, hakim  yang lolos seleksi juga harus diberikan 

pelatihan tentang capacity building dan pengayaan pengetahuan tentang 

pemilihan kepala desa dan pemerintahan desa. 

Dalam penempatan hakim, harus dihindari penempatan hakim ad 

hoc dalam daerah asal dan/atau domisili tempat tinggal hakim yang 

bersangkutan. Hal ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan 

dalam proses persidangan di Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil 

Pemilihan Kepala Desa.   

c. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa 

melalui Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala 

Desa 
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1). Pengajuan Permohonan 

a). Isi Permohonan 

Sebagaimana permohonan pada umumnya baik dalam 

hukum acara perdata maupun dalam perselisihan hasil pemilihan 

umum, permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan kepala 

desa yang diajukan oleh pemohon memuat tiga elemen penting, 

ketiga elemen tersebut merupakan syarat formil dan materiil 

sebuah permohonan. Ketiga elemen tersebut yakni: 

1. Identitas Pemohon dan Termohon 

2. Posita/ pundamentum petendi 

3. Petitum 

Identitas para pihak yakni merupakan syarat formil dalam 

sebuah permohonan. Apabila terdapat kekeliruan dalam 

mencantumkan pihak-pihak, maka dapat menyebabkan 

permohonan mengalami error in persona. Kekhilafan tersebut 

dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijk verklaard). 

Identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam 

permohonan berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, 

jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan alamat. Apabila Pemohon 

memberikan kuasa pada seseorang (kuasa hukum) untuk 

bertindak mewakili Pemohon baik di dalam maupun di luar 

persidangan, maka pemberian kuasa tersebut harus dicantumkan 

dalam permohonan dengan dilampirkan pula surat kuasa tersebut 
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dalam pendaftaran perkara. Hal lain yang perlu dicantumkan 

dalam permohonan mengenai identitas Pemohon adalah 

penjelasan mengenai identitas Pemohon sebagai peserta 

pemilihan kepala desa atau calon kepala desa. Sedangkan syarat 

materiil dalam permohonan adalah mencantumkan dua hal, yaitu 

posita dan petitum.  

b). Objek Permohonan 

Objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil 

pemilihan kepala desa adalah hasil penghitungan suara yang 

ditetapkan oleh Termohon (Panitian Pemilihan Kepala Desa). 

Hasil penghitungan suara yang menjadi objek perselisihan 

tersebut yang memengaruhi terpilihnya calon sebagai kepala desa.  

c). Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan 

Penulis mengajukan gagasan di dalam penyelesaian 

perselisihan hasil pemilihan kepala desa melalui Pengadilan 

Khusus terdapat tenggang waktu (daluarsa). Tenggang waktu 

tersebut adalah batasan waktu dalam mengajukan permohonan 

dan batasan waktu bagi hakim ad hoc Pengadilan Khusus 

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa untuk memutus 

perkara. Tenggang waktu dalam mengajukan permohonan 

perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah 3 (tiga) hari sejak 

tanggal penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga 

yang netral tidak menghasilkan kesepakatan damai atau dengan 

kata lain 17 (tujuh belas) hari sejak tanggal penetapan calon 
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kepala desa terpilih oleh Panitia Pemilihaan Kepala Desa. 

Sedangkan tenggang waktu perselisihan diputus oleh hakim ad 

hoc adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 

diterimanya permohonan. 

2). Para Pihak  

a). Pemohon 

Para pihak dalam perselisihan hasil pemilihan kepala desa 

adalah yang memiliki kepentingan langsung dalam hasil 

perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Salah satu pihak yang 

memiliki kepentingan langsung tersebut adalah para pihak yang 

mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa. Oleh karena itu 

yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan 

kepala desa adalah calon kepala desa. Pemohon dapat diwakilkan 

dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang dibuktikan 

dengan surat kuasa khusus dari Pemohon sesuai peraturan 

perundang-undangan.  

b). Termohon 

Termohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala 

desa adalah penyelenggara pemilihan kepala desa. Berdasarkan 

Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, penyelenggara pemilihan kepala desa adalah panitia 

pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, yang menjadi Termohon 

dalam perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah panitia 

pemilihan kepala desa. 
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c). Pihak Terkait 

Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

adalah orang yang berpendapat bahwa kepentingannya terkait 

dengan permohonan Pemohon. Dalam hukum acara perdata 

dikenal istilah pihak ketiga yang keikutsertaannya dalam 

persidangan disebut dengan intervensi. Apabila keikutsertaan 

pihak ketiga tersebut menguatkan posisi pihak Penggugat atau 

Tergugat maka intervensi tersebut disebut voeging. Namun 

apabila pihak ketiga hadir dalam persidangan dikarenakan untuk 

memperjuangkan kepentingannya sendiri, intervensi itu disebut 

tussenkomst.
247

 

Konsep yang sama juga diterapkan dalam peradilan tata 

usaha negara, dimana pihak ketiga yang melakukan intervensi 

dapat membela dirinya sendiri atau bergabung kepada salah satu 

pihak yang bersengketa. Hakim dalam perkara sengketa tata 

usaha negara dapat mengambil inisiatif untuk intervensi agar 

pihak ketiga dilibatkan dalam persidangan.
248

  

Dalam Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan 

Kepala Desa, yang memiliki hak untuk menjadi Pihak Terkait 

adalah adalah calon kepala desa selain Pemohon. Sama halnya 

dengan Pemohon, Pihak Terkait dapat mewakilkan atau 

menguasakan diri sengketa tersebut kepada kuasa hukum 

dengan melampirkan surat kuasa khusus. Pihak panitera 
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memberitahukan pihak-pihak yang terkait dengan perkara 

sebelum persidangan dilakukan sehingga Pihak Terkait tersebut 

dapat mempersiapkan diri untuk terlibat dalam sengketa. 

3). Proses Persidangan dan Pembuktian 

Tahapan persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala desa 

dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali rapat 

permusyawaratan hakim untuk menyusun putusan. Tahapan 

persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala desa baru dimulai 

setelah permohonan yang diajukan Pemohon diterima oleh 

Kepaniteraan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan 

Kepala Desa, yang dicatat dalam buku registrasi perkara dan 

dibuktikan dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan (APBP), 

serta diregistrasi, yang dibuktikan dengan dengan diterbitkannya 

Akta Registrasi Perkara (ARP). 

Permohonan seperti diutarakan di atas hanya dapat diajukan 

kepada Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala 

Desa apabila telah dilakukan penyelesaian perselisihan melalui 

musyawarah dan penyelesaian oleh pihak ketiga yang netral gagal. 

Permohonan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) 

hari sejak tanggal penyelesaian oleh pihak ketiga yang netral tentang 

perselisihan hasil pemilihan kepala desa di antara para pihak tidak 

menghasilkan kesepakatan damai atau dengan kata lain 17 (tujuh 

belas) hari sejak tanggal penetapan calon kepala desa terpilih oleh 

Panitia Pemilihaan Kepala Desa. 
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Apabila permohonan diajukan tanpa didahului musyawarah 

dan penyelesaian oleh pihak ketiga yang netral yang dibuktikan 

dengan risalah musyawarah dan perundingan, serta permohonan 

diajukan melewati tenggang waktu sesuai ketentuan di atas, maka 

Panitera Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala 

Desa akan menerbitkan Akta Tidak Diregistrasi.  

Apabila permohonan telah lengkap dan memenuhi 

persyaratan, Panitera akan menerbitkan Akta Registrasi Perkara 

(ARP) dan mencatatnya dalam Buku Registrasi Perkara. 

Pemeriksaan kelengkapan dan persyaratan permohonan oleh panitera 

tidak berkaitan dengan substansi perkara. Kelengkapan dan 

persyaratan permohonan yang harus dipenuhi Pemohon berkaitan 

dengan jumlah rangkap permohonan yang ditandatangani Pemohon 

atau Kuasa Hukumnya, penggunaan bahasa dalam permohonan yang 

harus menggunakan Bahasa Indonesia. Apabila permohonan tidak 

lengkap dan tidak memenuhi persyaratan di atas, Pemohon diberi 

kesempatan dalam tenggat waktu 1 (satu) hari sejak tanggal 

pengajuan permohonan untuk memperbaiki permohonan. 

Hari sidang pertama perselisihan hasil pemilihan kepala desa 

diselenggarakan setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan 

diregistrasi dan pemberitahuan hari sidang pertama kepada para 

pihak dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam 

sebelum persidangan pertama dimulai. 
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Penulis merancang tahapan persidangan perselisihan hasil 

kepala desa di Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan 

Kepala Desa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan pendahuluan permohonan 

2. Mendengarkan Permohonan Pemohon 

3. Mendengarkan Jawaban Termohon 

4. Keterangan Pihak Terkait 

5. Pembuktian (oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait) 

6. Kesimpulan 

7. Putusan 

Agenda pada sidang hari pertama adalah pemeriksaan 

pendahuluan oleh majelis hakim ad hoc Pengadilan Khusus 

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Pada tahap ini, hakim 

memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi/substansi permohonan 

dan wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi 

dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan. 

Selanjutnya Pemohon harus memberikan tanggapan atas nasihat 

hakim yakni menerima nasihat hakim untuk memperbaiki 

Permohonan atau tidak. Persidangan tahap pertama ini juga 

dilakukan pemeriksaan daftar alat bukti yang dilampirkan Pemohon 

untuk selanjutnya disahkan menjadi alat bukti. Pemohon juga dapat 

menambahkan alat bukti sebelum alat bukti disahkan. Apabila 

Pemohon meminta melakukan perbaikan permohonan, maka 

Pemohon diberi waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan 
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sidang ditunda. Apabila Pemohon menyatakan tetap pada 

permohonan awal, maka permohonan Pemohon akan dibacakan pada 

sidang hari itu dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada 

Termohon untuk menyampaikan tanggapannya. Apabila Termohon 

meminta waktu untuk menyusun tanggapan, maka majelis hakim 

menentukan hari sidang berikutnya untuk mendengarkan jawaban 

Termohon. 

Setelah agenda sidang mendengarkan jawaban Termohon 

selesai, dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Pihak Terkait. 

Setelah itu majelis hakim mempersilahkan masing-masing pihak 

untuk menghadirkan alat bukti yang sah yang ditetapkan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pengadilan Khusus Perselisihan 

Hasil Pemilihan Kepala Desa. Alat bukti yang sahih dan dianjurkan 

untuk dihadirkan di persidangan adalah kertas perhitungan suara dari 

berbagai versi semua pihak, baik penyelenggara pemilihan kepala 

desa (Termohon) dan saksi-saksi Pemohon maupun Pihak Terkait. 

Alat bukti secara umum yang digagas dalam penyelesaian 

perselisihan hasil pemilihan kepala desa tersebut meliputi: 

1. surat atau tulisan 

2. keterangan saksi 

3. keterangan ahli 

4. keterangan para pihak 

5. petunjuk 

6. informasi elektronik 
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Setelah semua alat bukti yang terdaftar telah dihadirkan 

dalam persidangan oleh para pihak, Para pihak menyampaikan 

kesimpulannya masing-masing. Setelah itu Majelis hakim akan 

menentukan jadwal pembacaan putusan dengan terlebih dahulu 

melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk menyusun putusan. 

Setelah sidang pembacaan putusan oleh hakim, para pihak 

menerima salinan putusan yang diserahkan langsung oleh Panitera 

Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Hal 

yang perlu diingat adalah putusan hakim ad hoc Pengadilan Khusus 

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa ini harus diucapkan paling 

lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan. 

4). Putusan Final dan Mengikat 

Sifat putusan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil 

Pemilihan Kepala Desa dirancang sama dengan putusan Mahkamah 

Konstitusi yaitu final dan mengikat. Berbeda dengan sistem 

peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung pada 

umumnya yang dibuat secara bertingkat (tingkat pertama, banding, 

kasasi, dan PK sebagai upaya hukum luar biasa), Mahkamah 

Konstitusi hanya mengenal satu tahap peradilan sehingga putusan 

yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat 

sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan untuk 

mencoba menggugat putusan tersebut.
249
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Begitu pula dengan putusan Pengadilan Khusus Perselisihan 

Hasil Pemilihan Kepala Desa yang bersifat final dan mengikat. 

Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa 

merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir sebagai lembaga 

peradilan yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan 

kepala desa. Karena tidak ada upaya hukum lagi, maka putusan 

Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa 

mempunyai kekuatan hukum tetap sejak putusan tersebut dibacakan 

di persidangan.  

Sifat putusan Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil 

Pemilihan Kepala Desa yang final dan mengikat ini diperlukan untuk 

menjamin kepastian hukum bahwa proses penyelesaian perselisihan 

tidak sampai berlarut-larut dan memakan waktu yang sangat lama. 

Putusan yang final dan mengikat ini mempunyai kekuatan hukum 

tetap sejak putusan dibacakan di persidangan wajib dilaksanakan. 

Dengan adanya putusan ini maka penerbitan keputusan 

Bupati/Walikota mengenai calon kepala desa terpilih segera bisa 

dilakukan dan dilanjutkan dengan pelantikan. Penerbitan Keputusan 

Bupati/Walikota ini hanya menetapkan calon kepala desa terpilih 

sesuai hasil penyelesaian perselisihan kepala desa, bukan mengubah 

hasil penyelesaian perselisihan. Persidangan yang cepat ini akan 

memastikan tidak sampai terjadi kekosongan kepemimpinan akibat 

belum dilantiknya calon kepala desa terpilih (belum selesainya 



161 
 

perselisihan hasil pemilihan kepala desa) sedangkan batas waktu 

pelantikan calon kepala desa terpilih sudah lewat. 

Gambar 3 

Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Masa 

Mendatang 

 

Sumber: Penulis, 2015 
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